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ABSTRAK

Minimnya bantuan keuangan yang diberikan oleh negara membuat partai politik
harus mengambil tindakan ilegal untuk memenuhi kebutuhan partai politiknya. Jika
bantuan keuangan partai dibandingan dengan kebutuhan partai, maka bantuan ini
hanya 2% dari total kebutuhan, dan.hanya 0,0007% jika dibandingkan dengan
pendapatan negara 2015. Hal*ini ményebabkan partai ‘politik harus dikuasai oleh para
pemilik uang yang ingin memanfaatkan partai politik untuk membuat kebijakan yang
menguntungkan pihaknya. Sehingga tujuan pengaturan bantuan keuangan partai
politik yaitu untuk menjaga kemandirian partai menjadi tidak efektif. Adapun
masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu, Pertama,bagaimana implikasi
pendanaan partai politik oleh negara. Kedua, bagaimana politik hukum pengaturan
keuangan partai politik yang ideal di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan metode penelitian yuridis normatif, melalui studi kepustakaan,dan
membandingkan perundang-undangan yang berlaku dengan permasalahan yang
terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat implikasi positif apabila pendanaan
berasal dari dana publik, yaitu dapat mencapai tujuan pengaturan bantuan keuangan
partai yaitu menjaga kemandirian partai politik serta dapat memaksa partai untuk
menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Menaikkan persentase bantuan
keuangan menjadi langkah ideal untuk diterapkan, namun peningkatan ini harus
dilakukan secara bertahap karena melihat kinerja partai politik yang selama ini sangat
buruk sampai partai politik dapat ' mengelola . keuangan partainya dengan baik.
Peningkatan bantuan ini'harus disertai dengan pengetatan prinsip transparansi dan
akuntabilitas dan pengetatan sanksi apabila partai tidak melaksanakan kewajibannya
seperti yang telah ditetapkan undang-undang.



